
BUPATI SABU RAIJUA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA

NOMOR : 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA

NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN

PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN SABU RAIJUA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI SABU RAIJUA,

a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugas

pendampingan terhadap Pelaporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sabu Raijua, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap

Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 20 Tahun 2017 tentang

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 20

Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara

Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.

1. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
^omor 4150);||/1



3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 ten tang
Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4936);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

^  5679);
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun

2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman Dan
Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI SABU RAIJUA NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA.

PASALI

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 20 Tahun 2017
tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2017 Nomor 21), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e Pasal 6 diubah,
sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(3) Kepengurusan Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas :

a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;

b. Asisten yang menangani urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat sebagai Wakil Ketua; ji4
V



c. Anggota terdiri dari:

1. Pimpinan Perangkat Daerah yang menangani urusan pengawasan

terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

2. Pimpinan Perangkat Daerah yang menangani urusan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan.

d. Pimpinan Perangkat Daerah yang menangani urusan Perundang-

Undangan, Bantuan Hukum dan Dokumentasi dan Informasi sebagai
Koordinator Sekretariat.

e. Anggota Sekretariat terdiri dari :

1. Kepala Sub Bagian yang menangani urusan Pendokumentasian

dan Informasi hukum.

2. Kepala Sub Bagian yang menangani urusan Bantuan Hukum.

3. Kepala Sub Bagian yang menangani urusan Perundang-undangan

4. 2 (dua) orang pelaksana.

PASAL 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba

15 Februari 2020

BUPA ijua;f

HEKE

Diundangkan di Seba

pada tanggal 15 Februari 2020

^EKRE^^^ifl^^l^KAH KABUPATEN SABU RAIJUA,

E LOGO

^ERITA DAERAH KffiUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2020 NOMOR : 10. |l/l


